





1.1. Latar Belakang 
Sejalan dengan arus globalisasi, Pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 
Forum telah bersepakat untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS. IAI 
mencanangkan bahwa standar akuntansi internasional (IFRS) mulai berlaku di 
Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan (www.iaiglobal.or.id, 2010). 
Adopsi secara bertahap terhadap IFRS telah dilakukan oleh IAI dengan 
melakukan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang 
disesuaikan dengan IFRS sehingga perusahaan go public wajib mengungkapkan 
informasi keuangannya berdasarkan prinsip akuntansi baru atau revisi yang mulai 
efektif secara bertahap sejak tahun 2008. 
Konvergensi Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke 
International Financial Reporting Standards (IFRS) menjadi perhatian para 
pelaku dunia usaha di Indonesia. Indonesia perlu melakukan konvergensi IFRS 
untuk kepentingan global agar dapat meningkatkan daya informasi laporan 
perusahaan-perusahaan di Indonesia, selain juga merupakan salah satu 
kesepakatan Pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 Forum di Washington 
DC tanggal 15 Nopember 2008 yang secara umum mencanangkan Strengthening 
Transparency and Accountability, Enhancing Sound Regulation, Promoting 
Integrity in Financial Markets, Reinforming International Cooperation, 
Reforming Intenational Financial Institutions. IFRS merupakan standar akuntansi 
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internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board 
(IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting 
Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar 
Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi 
Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC) 
(Kustina, 2012).  Menurut Bart (2008) dan Ball (2006) Konvergensi atau adopsi 
IFRS dimaksudkan untuk meningkatkan informasi laporan keuangan sehingga 
lebih dapat diperbandingkan dan berkualitas lebih baik, lebih akurat, 
komprehensif serta tepat waktu.  
Adopsi IFRS akan berdampak besar pada pengakuan, pengukuran, 
klasifikasi dan pengungkapan instrumen keuangan dan kemungkinan akan 
mempengaruhi secara signifikan bagaimana perusahaan sumber daya 
memperlakukan instrumen keuangan (Jubb, 2005, 2006).   Misalnya, Jubb (2005) 
menganalisis pengungkapan narasi yang dibuat oleh industri yang berbeda yang 
mengarah ke adopsi formal IFRS dan menemukan bahwa 63 persen dari 
perusahaan energi dan 69 persen dari perusahaan bahan Australia mengungkapkan 
informasi mengenai instrumen keuangan di bawah AASB 1047. 
Instrumen keuangan merupakan kontrak yang mengakibatkan timbulnya 
aset keuangan bagi satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas 
bagi entitas lainnya (IAS 32). Instrumen keuangan perusahaan akan terlihat di 
dalam laporan keuangan entitas, oleh karena itu diperlukan adanya pengakuan, 
pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap instrumen keuangan yang 
dapat memberikan informasi yang menggambarkan kinerja entitas dan bermanfaat 
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bagi para pengguna laporan keuangan didalam pengambilan keputusan. Informasi 
yang terdapat pada nilai-nilai instrumen keuangan yang disajikan merupakan 
bagian yang penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, 
sehingga pada proses penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan harus 
sesuai dengan standar-standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK No.50 (revisi 
2010) tentang penyajian instrumen keuangan dan PSAK No.60 tentang 
pengungkapan instrumen keuangan, yang sebelumnya diatur dalam satu standar 
pada PSAK No.50 (revisi 2006) tentang penyajian dan pengungkapan instrumen 
keuangan. Perusahaan sumber daya (energi) umumnya berpartisipasi dalam 
lindung nilai harga komoditas, suku bunga dan nilai tukar asing dan 
memanfaatkan derivatif keuangan untuk mengungkapkan lindung nilainya 
terhadap risiko keuangan (Chalmers dan Godfrey, 2004). 
Beberapa tahun terakhir, pengungkapan dan transparansi dalam laporan 
keuangan menjadi isu penting di Indonesia. Forum for Corporate governance in 
Indonesia (FCGI, 2006) mempublikasikan sebuah survei yang dilakukan oleh 
Pricewaterhouse Coopers pada tahun 1999 terhadap investor internasional di 
Asia, yang menunjukkan bahwa peringkat Indonesia berada pada salah satu yang 
terburuk dalam standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang 
saham, standar pengungkapan dan transparansi (Utami et.al, 2012). 
Dalam sistem tata kelola perusahaan, peran dewan komisaris sangat penting, 
yaitu sebagai pengawas kinerja dewan direksi dan kebijakan yang dibuat oleh 
dewan direksi. Namun, keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan 
jaminan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, khususnya 
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mengenai perlindungan terhadap investor. Untuk itu dibuatlah sebuah dewan 
tambahan dalam struktur perseroan, yaitu dewan komisaris independen. Tujuan 
utama dari komisaris independen adalah menyediakan proteksi tata kelola 
perusahaan kepada para pemilik perusahaan (Probohudono, 2012). Namun, 
pengawasan oleh pemilik perusahaan dapat dikurangi jika manajer dapat 
memberikan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) (Eng dan Mak, 2003). 
 Taylor et.al, (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan 
signifikan secara statistik antara struktur tatakelola perusahaan yang diukur oleh 
CGS dan luasnya pengungkapan instrumen keuangan oleh perusahaan. Hubungan 
yang positif antara struktur tata kelola perusahaan yang efektif dan pengungkapan 
instrumen keuangan dalam laporan tahunan perusahaan sumber daya Australia 
pada periode pra-adopsi langsung IFRS.  
 Tingkat pengungkapan secara signifikan berkaitan dengan ukuran, jenis 
auditor, status dan sektor ekonomi (keuangan/non-keuangan) (Lopez and 
Rodrigues, 2006). Hasil juga menunjukkan bahwa perusahaan besar, perusahaan 
yang terdaftar di lebih dari satu pasar valuta dan diaudit oleh perusahaan audit 
internasional lebih dekat dengan persyaratan IAS. 
Perusahaan-perusahaan besar dengan leverage yang lebih tinggi, yang 
menggunakan derivatif dan diaudit oleh auditor Big 4 menyediakan 
pengungkapan yang lebih luas dari instrumen keuangan (Birt et.al, 2013).  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang menentukan 
tatakelola yang mempengaruhi praktek pengungkapan instrumen keuangan (FIDs) 
pada perusahaan yang terdaftar di Indonesia pra dan pasca adopsi IFRS tahun 
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2012. Karakteristik tatakelola perusahaan, kualitas audit dan konsentrasi 
pemegang saham merupakan variabel independen, sedangkan variabel 
dependennya adalah pengungkapan instrumen keuangan dan variabel kontrolnya 
adalah  ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka judul  dari penelitian ini 
adalah Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Kualitas 
Audit terhadap Financial Instruments Disclosure di Indonesia 
 
 
